
BUPATI BOALEUO

PROVINSI GORONTALO

PERATT'RAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 38 TAITUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAIY FT,IYGSI, SERTA

TATA KER^,A SATUAIY POLISI PAMONG PRAJA I(ABUPATEN

BOALEMO

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MATIA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BOALEMO,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata
kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan

Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lenrbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389);

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Mengingat 1.

b.

c



Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Boalemo (Lentbaran Negara Repr.rblik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 77, 'lambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OOO tentang

Pembentukan Provinsi (]orontalo (Lembaran Negara

Republik Incionesia Tahttn 2000 Nomor 2I>8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a060);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negrlra Republik

Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambzrhan Lembaran

Negara Repubtik indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2Ot5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Dacrah (Lemtraran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 11+, 'l'ambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nott"tol' 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunitn Perangkat Daerah (l,embaran

Daerah Kabupaten Boalcuo Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor

so2).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KEDUDUKAN'

susuNAN oRGANTSAST, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a
J.

4.

5.

6.

I(ABUPATEN BOALEMO;



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DaLam Peraturan Daerah ini yang dimaksud rlengern :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RakTat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-iuasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

7945.

3. pemerintah Daerah adalah Br-rpati sebagai unsur penyslsrggara

pemerintahan daerah yang memimpin pel:rksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonour'

4. perangkat Da,:rah adalah unsur pembantu l3upati dan Devran Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan uruSan pernerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

7. Satuan polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satuan Polisi

Pamong Praja KabuPaten Boaiemo'

8. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabuparten Kabupaten

Boalemo.

g. Eselon ada-lah t.lngkatan.iabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Satpol-pp dipimpin oleh Kepala Satuirr-r Polisi Pamong Praja Yang

berkedudukan berada di barvah dan bct'tanggung iawab Kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

I
I



a. Kepala Satuan

b. Sekretaris:

1. Sub Bagian Proglam Dan Keuangan'

2. Sub Bagian Umum KePegawaian.

c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Dtrcrah dan Trantibum

1. Seksi Pernbinaan,Petngawasan I)itn Penyuluhan Peraturan

Daerah.

2. Seksi Penveiidikan Daln Penyidikirtr'

d. Kepala Bidang opersional dan PerlinriLrngan Masyarakat;

1. Seksi Operasional Dan Pengendnlitrn (Opsdal)

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat Dan Pelatihan'

e. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran'

1. Seksi Pencegahan.

2. Seksi Penaggulangan.

3. Seksi Rehabiiitasi,

2) Bidang dan sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan

Sekretaris yang berada dan bertanggung jab kepada Kepala Satuan.

3) Seksi dan sub tsagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepaia

Sub Bagian yang berada dan bertanggur-rgiawab kepada Kepala Bidang

dan Sekretaris.

4) Kelompk Jabatan fungsional )'ang mempLryai kompetensi dan

5) Unit Pelaksana satpol-PP Kecamatarr rlipimpin oleh seorang Kepala

Satpol-PP Kecamatan dan bertanggunl] Jilwab kepala Kepala Satpoi-Pn

Kabupaten.

6) Struktur organisasi sebagaiman tercatttutl dalam lampiran Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Satuan polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan

Daerah da1 Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat dan penagguiangan

musibah/bencana Kebakaran 
f



Bagian KeemPat

Fungsi

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4, Satuan

Polisi Pamong PrEa mempunyai fungsi :

a) Merumuskan dan Menetapkan l<ebrlakan di bidang Ketertiban

Umum dan Ketentraman, menegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat dan

Penganggulangan Bencana Kebakaran ;

b) Menyusun program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah

dan peraturan Kepaia Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman lras-\,arakat serlu 1tr rlindungan masyarakat dan

menangguiangi bencana kebakaratl ;

c) Meaksanakan kebi-1akan penegakkarl Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah ciar-r/atau Keputusatr l:iupati Sebagai pelaksanaan

Peraturan Daerah;

Melaksanakan kebliakan penyelenKqaraan ketertiban umurl dat]

ketenteraman masyarakat di daerah;

Meiaksanakan kebr.lakan perlindungtln Inasyarakat;

Melaksanakan kebijakan penanggukrtrgan musibah kebakaran;

Melaksanakan koordinasi Penegak2n Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah serta pcnyt:lengga-raan ketertiban umLlm

dan ketenteratnan masyarakat der-rgar-r Kepolisian Negara ltepublik

Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daeralrr, danf atau aparatur

lainnya;

h) Mengarnasi dan pengelolaax barang milik/kekayaan daerah;

i) pengawasan atas pelaksanaan tugus di lingkungan Satuan Polisi

pamong Praja, Perlindungn Masyarakat., dan Pemadarn Kebakaran;

j) Pengawasan terhaclap rnasyarakat, aparat.ur, atau badan hukutn

agar mematuhi dan mentaati pcnegakkan Peraturan Daerah,

peratulan Bupati dan/atau KeputLrs?u] Bupati Sebagai pelnksanaan

Peraturan Daerah; rlan

k) Melaksapakan tugas lain yang diberil<an oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'

(2) Melaksanakan tugas lainnya sebagaimatla climaksud pacla ayat (1) hurul

k) meliputi: I

d)

e)

0

s)



a) Mengikuti ploses penyusunan peraturan perundang-undangan serta

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah,

Peraturan Kepa-ia Daerah dan/atau Keputusan Bupati;

Membantu pengamanan dan pengawalan tamu WIP termasuk

pejabat negara dan tatnu negara;

Melaksanakan pengamanan dan llenertiban aset .yang belun-t

teradministrasi sesuai dengan l<etentuan peraturan perundang-

undangan;

Membantu pengamanan dan penertibi.rn pen,yelen ggaraarr pemilihan

umum dan pemilihan umum kepala rlaerah;

e) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian

daerah danlatau kegiatan yang berskala massal; dan

Melaksanakan tugas pemerintahan umum iainnya yang diberikan

oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Satual mempunvai tugas mt'n.r,'t'lt:nggarakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah cltrlan-r bidang rrrcnt:gakkan Perturan Daerah dan

peraturan Kepala Daerah, menyelengglrrakan ketertiban umum clan

ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan

penanggulangern musibah/bencana kcbai<aran -\'ang berkeriudukan

dibawah dan bertanggung jawab Kcpada Kepala Daerah rnelalui

Sekretaris Daerah;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Satuan mempunyai fungsi sebagai beril<ut :

a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis di bidang ketentraman

dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Kepala

Daerah serta Perlindungan MasYarakat dan Penanggulangat-t

Bencana Kebakaran; I

b)

c)

d)

1)

2)



d.

e.

b. Melaksanakan urusan-urusan Pentcrintahan Daerah di cli bidang

ketentraman dan ketertiban umurn, penegakan Peraturan Daerah

dan Kepala Daerah serta Pe rlindungan Masyarakat dar-r

Penalggulangan Musibah/Bencana Kebakaran;

C. Mengkoordinasikan penyusunan prograrrl penyelenggaraan

f.

ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;

Mengkoordinasikan penanganan penanggulangan bencana

kebakanan dengan instansi terkait;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum serta penegakan produk hukum daerah dengan aparat

Kepolisian Negara, TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta

instansi terkait lainnya;

Menyelenggarakan pembinaan tei<r-ris dalam pen:aoaian program

Satuan Polisi Pamong Praja;

Menyelenggarakan pentbinaan ketertiban uinum datr ketentraman

serta pcnegakan produk-poduk hukurtr daerah;

Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah sebagai pertanggungjarvaban tugas sesltai ketentuan

berlaku;

mela-ksanakan tugas kedinasan lain .vang diberikan oleh Pirnpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan, pengkoordinasian

penyusunan program, pengelolaan ul'usan keuangan, kepegawaian,

rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat

(humas), kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagainrilnan dimaksud pada ayat (1)

sekretaris mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penYusunan rencana strategis, prograln dan

kegiatan satuan;

b. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan clan kearsipan serta

Pengkoordinasian pereltcanaan prograln, pengelolaan adlninistrasi

keuangan, kepeganvaian clan umuln; f

6
b.

h.

1)

2)



C.

d.

Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rargka pelaksanaan tugas

Satuan;

Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta

kelancaran pelaksanaan tugas Satuan;

Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik negara:

Memberikar Saran clan atau pertimllitngan kepada atasan mengenal

langkah atau tindakan ),ang diambil st:suai bidang tugasnya;

Melaksanakan inventarisasi, ider-rtifikzrsi, dan penyiapan bahan

pemecahan permasalahan sesuai biclang tugasnya;

Mengkoordinasikan pembinaan dan pcngendalian pelaksanaan tugas

bawahan;

Mengevaluasi program kegiatan ritrn menyusun laporan hasii

pelaksanaan tugas.

Melaksanakan tugas lainnya yang dl;erikan oleh atasan/pimpinan

sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunao Program dan Kepegawaian

Pasa1 8

Kepala Sub Bagian Penyusunan Prograrn dan Kepegawaian me

tugas menyusun rencana kerja dan Anggaran, meneliti dan me

pergeseran Anggaran Dinas sesuai dcngan ketentuan

undangan, menyusun laporan yang berkcnaan dengan tugas bid

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimrlna ditnaksud pada ayat (

sub bagiar. penyusunan program dan litlpegawaian m€jn\reien

fungsi :

a. Menyusun rencana penggunaan ilnggaran berdasarkan

operasional kegiatan masing - masitrg tsidang dan Sub Bid

b. Menyusun rencana strategis Dinas, Rencana Kerja, Laki

rencana Aksi, realisasi keuangan secara berkala;

c. Menghimpun data dan menyusun perencanaan program

Dinas;

d. Menghimpun dan mengeva-luasi kegiatan dalam rangka pen

laporan triwulan dan tahunan prograrn kerja;

e. Menyusun standar operasioanal Prosedur (SOP);

f. Menghimpun dan mendokumentasil<an SKP, P2Kp, KP4

Pegawai di Lingkungan Dinas;

e.

ob'

h.

(1)

(2\

pun

pro

n

ob.

)ke

, Sakip

a Dosi



Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di iin

Dinas yang meliputi data nominatif pegawai' penyusuna

kenaikan pangkat, lnenYusun daftar jaga pensiun' kenai

berkala, surat izin, surat cuti, claftar hadir, rekapitulasi

i.

pegawai dan pelaporan kinerja pegawal;

Melaksanakan hasil peiaksanaan tugas seca-ra konlinyu

sekretaris dinas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugasnyal

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuaogarl

Pasal 9

(1) KepalaSubBagianUmumdanKeuangarrmempunyai
melaksan akan urusanumum dan mclirksanakan penatau

pertanggung jawaban anggaran keuangan Dinas' menghimp

mencatat data pendapattrn dan belanja kcuangan berdasarkan

per.aturan perundang - unclangan yani{ tlt:rlaku, menYusun la

berkenaan dengan Bidang Tugas'

Dalam melaxsanakan tugas pokok sellagaitnana dimaksud pad

kepala sub bagian keuangan menyelenggitrakan fungsi :

a. Mengkoordinir clan bertanggung jirw'all terhadap pe

sub Bagian Umum dan Keuangan;

b. Bertanggung Jawab terhadap pendistribusian dan pena

keluar masuk;

C. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan,

urusan perjalanan Dinas dan kehulnasan;

Melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor,

penyelenggaraan raPat Dinas ;

Merencanakan kebutuhan barang ;

Menyelia terhadap pengadaan, penggunaan dan pe

barang inventaris Daerah ;

g. Melakukan penataan dan pengelolaitn trarang Inventaris Daerah;

h. Menyusun anggaran da-lam RKA clan DPA SKPD berclasaarka

rencanrl keda dan anggaran;

i. Menyusun Laporan keuangan Tahunan terdiri dari CALK, Lapora

Realisasi Anggaran dan Neraca'

ob'

h.

(2\

d.

e.

f.

ungan

DUK,

gaji

isiplin

kepada

dengan

tugas

dan

doman

v

ayat (1

tuga

nyia

liharaa



j Menyusun Rencana Operasioanai Kerja (ROK), rencana umum

pengadaan barang (RUPB) SKPD;

Meneliti kebenaran pembebanan anggaran sesuai ketentuan yang

berlaku;

Mengawasi pelaksanaan Anpgaran belanja langsung dan tidak

langsung;

Menatauahakan SPD, hutang piutang clan aset daerah;

Menyusun realisasi anggaran triwularl clan tahunan;

Mengkoordinir dan mengawasi tscnclahara peng,:luaran dalanl

menjalankan fungsin.ya yang berkaitan dengan :

a. Penerirnaan dokumen tagihan pembayaran dari pelaksana

kegiatan atau Pihak ketiga;

verifikasi kelengkapan tagihzr-n pembayalan, perhitungan,

kebenaran penulisan dan kesesuaian dengan peryanjian kontrak;

Pembuatan bukti pembayaran dan kelengkapannnya;

Perhitungan pajak;

Penetitian dan penyiapan dokumen pajak;

Penetapan besarnYa beban pemilava ran;

Pembuatan surat pertanggung jawaban sebagai lampiranSPM

beban tetap dan uang Persediaan;

h. Pembuatan laporan buianan dan trirvulan dan semester;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara kontinyu kepada

sekretaris Dinas;

Melaksanakan tugas lain yang dilrcril<iln oleh atasan sesuai bidang

tugasnya;

Mengevaluasi dan menYllsun laporalr 1>r:laksanaan tugas

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Trantibum

Pasal 1O

Bidang Penegakan Peraturan Daer:rh cian Ketertiban Umum dat-t

Ketentraman mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengenda-likan serta mengevaluasi operasional

Penegakan Peraturan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta

pembinaan, pengembangan, dan melal<sanakan tugas lain yang rliberikat-t

oleh Kepala Satuan I

k.

1.

m.

n.

o.

b.

C.

d.

e.

f.

C
b.

p.

q.

r.

1)



2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada

Bidang Penegakan Percla cian Ketertillirn Umum dan Ket

Masyarakat mempunyai fungsi sebagai tlt:r'ikut :

Menyusun bahan perurnusan kebijakan teknis dibidang pe

perda, ketertiban umum dan ketentrttman masyarakat;

Menyusun rencana prografiI dan rencana kerja anggaran di

penegakan perda, ketertiban umum dan ketenteraman lnasya

C, Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Penegak

Ketertiban Umum dan Ketenterauan Masyarakat dengan

Kepolisian Negara, TNI dan atau aparat lainnya yang berkai

Melaksanakan pembinaan tertib adrninistrasi di masing

dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban um

ketentraman masYarkat ;

e. Melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala-kepala se

PPNS yang majadi tugas dan tallggung jawab dalam

penegakan Peraturan Daerah dan Pcratrtran Kepala Daerah;

Melaksanakan kerja sama dengan Kepolisian Negara, TNI, PPNS'

Pemerintah Kecamatan clan Desa clalatn rangka Penegakan Peraturan

Ketentraman Mas-Yarakat ;

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelap'oran

penegakan Percla, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masy

Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran

penegakan Perda, Ketertiban Umuur dan Ketentraman

j. Menyusun laporan kinerja program bidang Penegakan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/

sesuai bidang tugas dan fungsinYa;
,,

Seksl Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

. Pasal 11

1) Seksi Pembinaan, Penganvasan dan lrenyuluhan mempunyai tuga

melaksanakan Pembinzran, Pengawastln 1erhadap warga masyaraka

serta melaksanakan pen.yuluhan ataLl sosilaisasi hukum tentan

a.

b.

d.

ob'

h.

k,

Peraturan Daerah clan Peraturan Kepaler l)arerah'

at (1)

an

egakan

bidang

L,

Perda,

aparat

;

masing

m dan

:si dan

Perda

ibi
'akat;

bidan

t

Perda

imp



2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

SeksiPembinaan,PengawasandanPenyuluhanPeraturan
mempunya: fungsi, sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b. Menyusun rencana prograln dan rencana kerja anggaran

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Pembinaan' Pe'

danPenyuluhanhukumtentangPeraturanDaerah;

d. Menyiapkan bahan rencana pembinaan dan pengawasan t

gangguan ketentraman dan kctrtillan umum di 1in

masyarakat;

e. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan kegiatan

sosialisasi hukum tentang Peraturtln Daerah dan

Daerah kePada warga masYarakat;

Meiaksanakan pembinaan kepacla wa-rga masyaraka

melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kepada

masyarakat yang melakukan kegiatan masal Gan be

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

Melaksanzrkan kerja sarna dengan Kepolisian Negara' TNI'

Kecarnatan dan Desa dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Toko

dalam rangka penyuluhan hukum kellada masyarakat;

i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan la

program Seksi Pen-rbinaan, Peng:ivn'asalr dan Penyuluhan

Kepala Bidang yang rnenjadi atasa larigsung kepala seksi; d

Melaksanakan tugas lain yang d.ibcriktrn oleh Kepala Bid

tugas dan fungsinYa.

Seksi Penyidikaa dan Penyelidlkau

Pasal 12

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas melak

Keputu

1.

ob'

h.

k.

penyelidikan dan

perundang-undangan

penyidikan terhadaP Pelanggaran

daerah dan keputusan Kepala Daera"h'

(1)

at (1)

bidang

wasan

rhadap

ungan

penyuluh atau

KepaJa

yang

kine

:rinta
Agam



2) Daiam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunl-ai fungsi sebagai be

a. Menyiapkan bahan dan tnelaksanakan perumusan kebij

di bidang penyelidikan clan penyidikati;

Menyiapkan bahan clan melaksanakall penyusunan rencana

dan rencana kelja anggaran di bidang penyelidikan dan pen-vi

Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidi

penyidikan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pernberdayaan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalarn penegakan

dan Peraturan KePala Daerah;

Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik

Negeri Sipil dalam pelaksanaan'proses penyelidikan dan penv

Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan

penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamo

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Pe|aturan

Daerah;

Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara

pelanggaran Peraturan Daerah dan Pt:raturan Kepala Daerah;

j

h.

1.

k.

Menyiapkan bahan dart melaksanakati penyajian data dan i

di bidang penyelidikan dan penyidikan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan pe

di bidang penyelidikan dan penyidikan;

Menyiapkan bahan clan melaksantrkan monitoring. eval

pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

Menyiapkal bahan dan melaksanakan penyusunan laporan

anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

1. Menyiapkan bahan dan meiaksanakan penyusunan

program Seksi Penyelidikan dan Penyidikan kepada

yang mertjadi atasa langsung kepaia seksi; dan

m. Melaksanakan tugas tain yang diberikan oleh Kepala

tugas dan fungsinYa.

Seksi Trantibum

Pasal 13

1) Seksi Trantibum mempunt'ai tugas tnc'laksanakan ketent

ketertiban umum.

b.

C.

d. dan pe

e.

ob'

Peraturan

at (1)

ut:

teknis

rogram

ikan;

dan

ndalian

Daerah

wa1

ikan;

atau

Praj

Ke

rhada

forma

si da

realisas

kinerj

Bidan



2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada

Seksi Trantibum mempunyai fungsi sebagai berikut :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi kete

dan ketertiban umum;

b. Menyusun rencana program dan rencana kerja

ketentraman dan ketertiban umum;

C. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara, T

instansi terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan keten

ketertiban umum;

Melaksanakan ker.ja sama dengat] h.epolisian Negara, T

instansi terkait kr:giatan penertilrttti pedagang kaki li

mingguan/tradisional, llangunan lirtr dan kegiatan lainn

berhubungan dengan pt:langgaral) l't't'itturan Daerah dan

Kepala Daerah;

Melaksanakan kegiatan penertibilt't terhadap aset-ase

pemerintah daerah clengan instansi llcrnerintah daerah yang

Melaksanakan kegiatan penertibtrn terhadap aparatur pe

daerah yang berkeliaran diluar katttor tanpa ijin atasan

pada jam kerja berlangsung dan para siswa-sisr'"'i berkelia

sekoiah pada saat jam pelajaran berlangsung;

g. Mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan

pelanggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

Memberikan pengamanan terhadap kegiatan yang

masal untuk rrencegah timbulnya gangguan

ketertiban umum;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan la

program Seksi Ketentraman dan ketcrtiban umum kepad

Bidang yang menjadi atasan langsrtng kepala seksi; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberil<an oleh Kepala Bida

tugas dan fungsinYa.

Bagian KeemPat

Bidang Opersional dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat

merencanakan, mengkoordinasikan, tnembina,

mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang

a.

d.

e.

h.

j

1)

I,

an

yat (1)

traman

dan

dan

I, dan

pasar

yang

raturan

milik

erkait;

erln

ngsun

dilu

adany

t;

kinerl

Kepal

d

d

dilaktt SCCA

ketentra an

meffrpun tu

mengaw

operasioan



2)

perlindungan masyarakat.

Daiam menyelenggarakan tugas sebagititnzlna yang dimaksud ayat

(i) Bidang operasional cian Perlindungan Masyarakat tnetllpufl1ri11 fungsi,

sebagai berikut :

a. Menyusun bahan perumusan kcb4akart

Operasional dan Perlindungan Mas.r'araxat;

b. Menyusun rencana program dan rencana kerja an${aran

Operasional dan Perlindungan Masvarakat;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang operar

perlindungan masyarakat;

d. Melaksanakan penyusunan pedoman dan pet.unjuk

penyelenggaraan dibidang operasional dan perli

masyarakat;

e. Melaksanakan Pembinaan

yang menjadi tanggung

perlindungan masyarakat ;

tertib acirninistrasi dimasing-masi sek

jawab di bidang oPerasi

Meiaksanakan rapat koordinasi l-entang pelak

dimasing-masing seksi yang menjacli tanggung jawab d

operasional dan periindungarl masvttrtlkat;

g. Melaksanakan koordinasi kebiial<an operasional sist

implementasi fasilitiisi perlinr!ungan

penyelenggaraan Pemilihan Umunl ;

Melaksanakan monitoring, evaluilsi dan pelaporan di

Operaional Satpol-PP darn satuan llellindungan masyarakat;

Menyusun laporan realisasi anggilran Bidang Operasio

Perlindungan MasYarakat;

j. Menyusun laporan kinerla kegiatan Bidang operasio

Perlindungan MasYarakat; dan

k. Melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diberi

atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya'

Seksi Operasional dan Pegendalian

Pasal 15

i) Seksi Operasional dan Pegendalian n-rempunyai tugas me sakan

teknis di Bidang

bidang

tekn

dungan

bid

al d

bi

h.

masyarakat

kegiatan operasional dan pengendalian terhadap keten

ketertiban umum.

and



2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pacla at (1)

seksi operasional dan pengendalian mempunyai fungsi sebagai be

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

Operasional dan Pengendalian;

Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran

Operas iona-l dan Pengendaliari;

Mengoord.inasikanpelaksanaantugasdiseksioperasio
Pengendalian;

d. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat

orang penting, pengamanan tempat-tempat penting' ru

pejabat serta acara-acara resmi;

Menyiapkan rencana pelaksanaan 1lalroli rutin dan terpad

pengendalian keamanan ketertibzin umum dan ketc

masyatakat di seluruh rvilaYah;

Menyiapkan dan mengoordinasikar-r pelaksanaan pe

pengendalianaksiunjukrasadanl<t:rusuhanmassa;

Menyiapkan dan mengoordinasil<an pelaksanaan pen gkap

terhadap masyarakat yang tertzrngkap tangan

b.

C.

ikut :

Seksi

Seksi

dan

atau

dinas

dalatn

traman

mum;

e.

f.

(t
b.

pelanggaran ketertibar umum dan ketenteraman masyaraka

i. Menyajikan data dan informasi di bidang of'e

pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman

j.

k.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengaw

pengencialian tugas seksi operasional dan Pengendalian

Umum dan Ketenteraman MasYarakat;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi

Operasional dan Pengendalian Ketentraman

Menyusun laporan realisasi anggaran

Pengendalian;

u

dan pelapo seks

dan Keter:tiban

seksi Operasio
1.

a1 d

m. Menyiapkan bahan ciar-r melaksannl<ttn penyusunan lapo kine

n.

prograln Seksi operitsional dan Pctrgcndalian kepada K

yang menjadi atasan iiingsung kelliilil seksi; dan

Melaksanakan tugas lain yang ditlt:l'iktrn oleh Kepala Bi

tugas dan fungsinYa.

Seksl Bina Potensi Masyarakat dau Pelatihal

Pasal 16
i

:

Seksi Binh Potensi Masyarakat dan Pelatihan mempun

Bidan

1)
tuga



membantu kepala bidang melaksanakan penyusunan dan pe

kebijakan cli bidang bina potensi masyarak:lt'

?\ Dalam menyelenggarakan tugas sebagairl-rana dimaksud pada at (1)

Seksi Bina Potensi Masl'arakat dan Pel:rlihan tnempunyai fungsi bagai

berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan l<t'lri.iakan teknis di bid

potensi rrldslrz1al<at dan Pelatihan;

b. Menyusun rencana program dan ren(lana keqa anggaran

bina potensi masyarakert dan Pelatihtlt-l;

teknis peni gkatan

g bina

bidang

c. Menyiapkan bahan penyusunalr pe tunjuk

kemampuan dan ketrampilan dasar Satuan

serta pembinaan, pemantauan, pengawasan

bidang pelatihan dasar;

Polisi Pamon Praja

ian di

untuk ngikuti

di ting'<at rovinsi

ob'

dan pengend

d. Menyiapkan bahan sumber da;v'a aparatur

pendidikan dan pelatihan ser.a birnllingan teknis

maupun Pusat;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina

masyarakat dan Pelatihan;

f. Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya

dan konsep peta poteusi kerawanan,

Menyusun konsep poter-rsi pencegahtln penangguiangan dan

masyarakat dan rencana pengctttllangan potensi perli

masyarakat clalam menjaga keamatrarl iingkungan;

h. Menyusun rencana pengembangall potensi sumber caya

melalui pendidikan dan bela negarar;

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar danf atau

meliputi pelatihan baris berbaris, pcrlcarian dan penyeiama

diri, pengawalan, kese maptaan, pengamanan, deteksi dini

dini serta Peningkatan fisik;

j. Melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan

dalam penanggulangan bencana;

Menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi mas

Melaksanakan simulasi potensi tnasyarakat dan

Swakarsa;

m. Melaksanakan monitoring, eva-luasi dan pelaporan di

potensi masYarakat;

potensi

potensi

dungan

ju

,be

k.

1.

bin



Menyiapkan bahan dan melaksanal<an penyusunan laporan

prograln Seksi Bina Potensi kepada Kepala Bidang yang

atasan langsung kePala seksi; dan

Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidan

tugas dan fungsinYa.

Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakarau

Pasal 17

1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu

Bidang dalam hal merencanakan, tnengkoordinasikan pen

penanganan, dan penanggulangan musitlah kebakaran'

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaitrrzina dimaksud pada

bidang Pemaclam Kebaktrran mempunvai iungsi sebagai berikut :

a. Menyusun bahan pcrLllllusan kebi.ttritttn teksni dibiclang pen

penanganandanpenanSgulanganillll-titvaKebakaran;

b. Menyusun rencana prografiI dan rt't]t:ana kerja anggaran cl

pemadam kebakaran;

Melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala-kep,

dibawahnya tentang pelaksanaan program kerja di bidang

kebarakan;

Meiaksanakan pembinaan tertib aclministrasi di masin

seksi di bidang Pemadam Kebarakan;

Melaksanakan rekruitmen, pembinttan dan pemberdayaan

Pemadam Kebakaran;

Melaksanakan Pernbe rclayaan ditn peningkatan llualitas

daya manusia dilingkup Pemadaman Kebakaran;

Menyelenggarakan pembinaan tlan pengendr.lian

kelengkapan sarana cian prasarana bangunan gedu

penanganan kebakaran;

n.
nerJa

enjadi

sesuai

Kepala

gahan,

t (1)

bidang

rasaran

ebaran

seks

-masin

anggo

sumbe

o.

C.

d.

Menyusut]. rencana anggaran per-rilrgkatan sarana dan

serta kesejahteraan personil di biclang pemadam kebakaran;

Mengkoordinasikan pelaksanaan lLlgas di bidang pemadatn

dengan instansi terkait

e.

f.

Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk tekni

penceg.:.han, penanganan dan penang3ulangan bahaya K: ,

c,b.

h.

1.

j stan



k. Menyelenggarakan dan pembinaan pengelolaan dan peme

sarana dan prasararra penanganan kebakaran;

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pemadaman Kebakaran; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang ditlcril<an oleh Kepala Bid

tugas dan fungsinYa.

Seksi Pencegahan

Pasa1 18

Seksi Pencegahan mempunyai tugas mt:mtlantu Kepala Bidang

Kebakaran dalam ha1 pencegahan musibiih kebakaran

Dalam menyelenggarakan tugas sebagairna dimaksud pada

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan pencegahan

Kebakaran;

b. Menyusun bahan perulnusan kebijaktrn teknis pencegahan

Kebakaran;

c. Menyusun rencana anggaran peningkatan sarana dan

penunjang pencegahan musibah kebakaran;

d. Melaksanaan pendataan dan petl]ctaan iokasi poten

Kebakaran;

haraan

ingkup

sesuai

at (i)

usi

usi

r.jeme

;yarakat

1)

2)

e. Melaksanakan panclataan dan 1lt'tlctaan

kebarakan di tujuh kccamatan Se-Kabupaten

f. Mengkoordinasikan ptrl:rksanaan lit:giatan

musibah kebakaran ciengan pen-rerintah

instansi terkait;

wilayah n-t

Boalemo

sosialisasi pe

Kecamatan, d sad
cegah

ob. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pt:ncegahan, penan

penanggulangan rnusibah Kebakaratr kepada warga ma

tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan instansi terkait;

Menyelenggarakan upaya peningkatan peran se

kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan lapo kinerj

prograln Seksi Pencegatran kepacla Kepala Bidang yr ng

atasan langsung kePala seksi; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

tugas dan iungsinYa.

h.

menj



1)

l\Ll

Seksi Penanggulangan

Pasal 19

seksi Penangguiangan mernpunyai tugas membantu Kepaia

Pemadam Kebakaran cialam hal pencegahan musibah kebakaran'

Dalam menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Seski Penanggulangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan dilingkup PenangSl

Musibah Kebakaran;

MenyusunrencanaanggaranpeningkatanSaranaclan

serta pemeliharaan peralatan pemadatn kebakaran;

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di

Penanggulangan Musibah Kebakaran;

d'Mempersiapkanpetugaspema<lamkcllakarandankend
se1alu siap siaga jika terjadi musibah kebakaran;

Melaksanakan kegiatan Penang|,tlangan Petnadaman Ke

yang tr;rjadi di lingkungan peuul<itnan pendudulr atau

perkebunan dan hutan;

Melaksanakan koordinasi dengan pernerintah kecamatan

desa atau aparat terkait tentang penenggulnagan pe

kebakaaran;

Melakukan komunikasi dengan warga disekitar

dapat berperan serta dalam menjaga l<eamanan dan

saat melaksanakan pemadaman kebakaran;

h. Melaksanakan pengelolaan dan pen-reliharaan sarana dan

penanganan kebakaran;

Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian

kelengkapan sarana dan prasarana clalam penanganan ke

j. Menyiapakan bahan dan melaksanakatr penyllsunan la

program Seksi Penanggulangan keparla Kepala Bidang yang

atasan langsung kePala seksi; dan

k. Melaksanakan tugars lain yang d.ilrerikan oleh Kepala Bi

tugas dan fungsinYer'

Seksi Rehabilitasi

Pasal 20

Seksi Rehabilitasi mempunl,ai tugas nlct'(lllcanakan, mengkoorri

danmeiakukanpenciataansertarlcrchabi1itasikorban

b.

C.

e.

ob.

1)

idang

at (1)

langan

ingkup

untuk

akaran

i area

aupu

ke.iadi untu

1<eterti pad

kinerj

menjad

nasi

usl



kebakaran.

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada

Seksi Rehabilitasi, mempunyai fungsi sebagiri berikut :

a. kegiatan Rehabilitasi Musibah Kebakaran; Menyusun

program dan

b. Menyusun rencana rlnggaran l<t'giatan rehabilitasi

kebakaran;

c. Menyusun bahan perullrLtsan kebiiirllrn teknis rehabilitasi

Kebakaran;

Mengkoordinasikan rlcngtrn pihak lcl'liitit tentang rahabilitasi

rnusibah kebakaran;

Melakukan pertolongan terhadap ktlrllatl musibah kebakaral-I

pihak-pihak terkait;

Melakukan rahabiliatsi pasca tejaclin.va musibah kebakaran

pihak-pihak terkait;

g. Melakukan pendataan korban ji\r'a :rtau materi akibat

kebakara:r;

Menyiapkan bahan clan melaksanal<an penyusunan

progralrl Seksi Rahabilitasi kepada Kepala Bidang yang

langsung kepala seksi; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikarr oleh Kepala Bidan

tugas dan fungsinYa'

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsionai mempunyai tugars

dengan jabatan fungsional masing-masing

pera[uran perundang-undangan.

melakukan kegiatan

Pasal22
(1) Kelompok jabe.tan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

terdiri atas jabatan yang terbagi daltrm kelompok jabatan fun

sesuai dengan biciang keahliannya mttsing-masing;

Masing-masing kelompok jabatan fungsional se

dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional sen

ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpi

d.

e.

h. laporan

menja

berdasarkan ke

(2)

organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya'

t (1)

usibah

usibah

korbart

dengan

dengan

usibah

kinerj

sesuai

ntuan

21,

nal

ana

yang

unit

i



(3)

(4)

Kebutuhanjabatanfungsionalsebagaimanadimaksud
ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan pt:rzrturan perundang-und

yang berlaku.
pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai

peraturan perundang-undangall yang berlaku'

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Da'lammelaksanakantugasnva,setiappimpinanunitorgani dan

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip k inasi,

integrasi dan sinkronisasi, baik dttlattn lingkungan masing masing

maupunatarsatuanorganisasidilingl<urrganPemerintahDae serta

dengan instansi lain diluar Petnerintah l)tiera-h sesuai dengan tu dat-t

fungsi masing-tnasing;

Setiap pimpinan satuan organisasi ri'a-iib

masing-masing dan bila tc{adi Pen1rill1,"Itrgan

langkah yaxg diperlukan sesuai <icngan

undangan;

Setiap pimpinan satuan organisasi ilertanggungjawab memitn ind

mengkoordinasikan ba'uvahan masing-masing dan rte berika

bimbingansertapentunjuk-penturrjukbagipelaksanaan tuga

bawahannya;

Setiap laPc,ran Yang diterima

bawahannya wajib diolah datt

laporan lebih lanjut dan

oieh pimpinan satuan orgeni dar

dipergunakan sebagai bahan Pe

untuk tnctnberikan Petunjuk kepad

bawahannya;

Dalam melaksanakan

dibantu oleh satuan

pernberian bimbingan

pada

pada

(5)

(2) mengawasi ba"v

agar tnengambil

annva

kah-

(3)

Peraturan Pe ndang-

usun
(1)

(s) tugas, setiaP PimPinan satuan o

organisasi dil;arvrthannya dair dalam

kepad.a bau'ahan tlasing-masing

rnengadakan raPat berk:rla'



(1)

(2)

(3)

BAB V

JABATAN PERANGI(AT DAERAH

Kepala Dinas

pratama.

Pasal 24

merupakan jabatan eselot-t IIb atau jabatan pim

Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau

administrator.

Kepala bidang merupakan jabatan srul<tural eselon IIIb atau

administrator.

(1) Kepala subbagian dan Kepala Seksi ptrcla dinas merupakan

sruktura-l eselon IVa atau jabatan penga\\'iis'

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

i Tilamuta

oejgfieeR 2016

tinggi

abatan

abatan

ALEMO,/

RAH KABUI'NTI]N BOALtr M 0

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan I

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

SEKRtrTARIS
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KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR

Diundangkan di'lilamuta
aEsEAraF/o 2016
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